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SALINAN 

BUPATI LANDAK 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR 32 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 
2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3904 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak; 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 



Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada Perseroan Terbatas 
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011  tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011  Nomor 3); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011  ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2011  Nomor 4); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Parkir (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011  tentang Pajak Sarang Burung Walet ( Lembaran 
Daerah Tahun 2011  Nomor 6); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2011  Nomor 8); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2011  Nomor 9); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Ka bu paten Landak Tahun 2011  Nomor 10); 



42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Nomor 21); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 
2013 Nomor 25); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan 
Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 3); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 6); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Nomor 47); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Ladak Nomor 57); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 9); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 201 7 
Nomor 10); 



Menetapkan 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 3); 

52. Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 1 
Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 384); 

53. Peraturan Bupati Landak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 435); 

54. Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyempumaan Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 
Nomor439); 

55. Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 
2017 Tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 455); 

56. Peraturan Bupati Landak Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 
Nomor 474). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAKTAHUN ANGGARAN 2017 . 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017, terdiri atas : 
a. Pendapatan : 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 124.368.521.306,22 
2. Dana Perimbangan Rp. 983 .170 .222 .331,00 
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah _p. 179.711.148.700 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.287.252.892.337,97 



b. Belanja: 
1. Belanja Tidak Langsung : 

a. Belanja Pegawai Rp. 375.520.418.034,00 
b. Belanja Bunga Rp. 
C. Belanja Hibah Rp. 47.990.963.210,00 
d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.866.627 .500,00 
e. Belanja Bagi Hasil Rp. 
r Belanja Bantuan Keuangan Rp. 203.551.486.569,24 
g. Belanja Tak Terduga Rp. 514.462.663,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 631.443. 957.976,24 

2. Belanja Langsung : 
a. Belanja Pegawai Rp. 18.649.303.700,00 
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 329.010.402.749,22 
c. Belanja Modal Rp. 309.338.003.540,78 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 656.997.709.990,00 

Jumlah Belanja Rp. 1.288.441.667.966,24 

Surplus/ Defisit Rp. (1.188.775.628,27) 

C. Pembiayaan : 
1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 68.691.350.843,32 
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 7.500.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 61.191.350.843,32 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 60.002.575.215,05 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam 
penjabaran laporan realisasi anggaran. 



Pasal4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Serita Daerah. 

Ditetapkan di Ngabang 
Pada tanggal 16 Agustus 2018 

BUPATI LANDAK, 

ttd 

KAROLIN MARGRET NATASA 

Diundangkan di Ngabang 
Pada tanggal 16 Agustus 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LANDAK, 

ttd 

ALPIUS 

SERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR 530 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SETDA KABUPATEN LANDAK, 

embina 
Nip. 196802251999031003 
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